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Pasal 126 A126F
(1) Pembayaran biaya tahunan (1) Hx Agv|= 555 o
untuk pertama kali wajib o]tle 67HEJ ol ol FH-3+ 9
dilakukan paling lambat 6 271 ¢

(enam) bulan terhitung sejak
tanggal sertifikat Paten
diterbitkan.

(2) Pembayaran biaya tahunan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi Paten dan
Paten sederhana, biaya tahunan
dibayarkan untuk tahun pertama
sejak Tanggal Penerimaan
sampail dengan tahun diberi
Paten ditambah biaya tahunan
satu tahun berikutnya.

(2) A1Fe] A o) =
535 ge5ssh A,

e FAARE 58] Rt

= %
= EEEC CIGERE
U oS
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(3) Pembayaran biaya tahunan
selanjutnya dilakukan paling
lama 1 (satu) bulan sebelum
tanggal yang sama dengan
Tanggal Penerimaan pada
periode masa pelindungan tahun
berikutnya.

(4) Pengecualian pembayaran
biaya tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 127
(1) Pembayaran biaya tahunan
dapat dilakukan oleh Pemegang
Paten atau Kuasanya.
(2) Dalam hal Pemegang Paten
tidak bertempat tinggal atau
tidak berkedudukan tetap di
wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, pembayaran
biaya tahunan harus dilakukan
melalui Kuasanya di Indonesia.
(3) Kuasa memberitahukan
besar biaya tahunan kepada
Pemegang Paten dan melakukan
pembayaran biaya tahunan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) atas nama Pemegang
Paten.

Pasal 128
(1) Dalam hal biaya tahunan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 belum dibayar sampai
dengan jangka waktu yang
ditentukan, Paten dinyatakan

(3) o] M= T §f ]
S7)2be] 29U HAD o
17H-?ré A7A -
(4) A28 A3z|H] FHe] 4
= ATEeR Xéfﬁﬂ}
A127%
(1) A3gH] e 53Ax =
B gERle] & 5 sl

(2) E3]HAA7} A=y Ao} &

sl B Yo A5eA ol s}

AY AAE 71AA] ol d= A
F A v AZ=yAJolo A=
HelQls Este] d-ekot

(3) wielel2 SsjdAtelA 4

3n) A5 SA st 55dA
£ glalste] Asin] GdRg AA
gkt

A128%

(1) 11]12614 J3n= Az
717F ol JH-31% o}t A4S
53 %ilﬂﬁ}.
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dihapus.
(2) Penundaan pembayaran
biaya tahunan dapat diajukan
oleh Pemegang Paten dengan
mengajukan surat permohonan
untuk menggunakan mekanisme
masa tenggang waktu kepada
Menteril.
(3) Surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diajukan paling lama 7
(tujuh) Hari sebelum tanggal
jatuh tempo pembayaran biaya
tahunan.
(4) Pemegang Paten yang
mengajukan surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melakukan pembayaran
biaya tahunan pada masa
tenggang waktu paling lama 12
(dua belas) bulan terhitung
sejak tanggal berakhirnya batas
waktu pembayaran biaya
tahunan Paten.
(5) Pembayaran biaya tahunan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikenai biaya tambahan
sebesar 100% (seratus persen)
dihitung dari total pembayaran
biaya tahunan.
(6) Selama Pemegang Paten
belum melakukan pembayaran
biaya tahunan dalam masa
tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4):

a. Pemegang Paten tidak dapat

melarang pihak ketiga untuk

(2) 3] 7 A7= 5814
A7F el 713 A =E o]-&35}7]
AT AFAME Al A A=t

of ART + 9

(3) A2&e] AAgM =
- 7)ske] H7] 7
ﬂ%ﬂﬂ.

18] H]
ol

(4) A2%e] P8 AT
E3) A4 53] A3 F 7]
Bol FEAE e 127189
7120 el d8lng g,

(5) A3 Av] FH+= F
A3 H] B oA 100% 7}
Aasael T#%‘:}.

];‘4?(]-7]- A48kl 717k
e obu g

12t= A 3 A7F A 19
| & AAstar Al 3 =}
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melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 dan melisensikan
serta mengalihkan Paten
kepada pihak ketiga;

b. pihak ketiga tidak dapat
melaksanakan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19; dan

c. Pemegang Paten tidak dapat
melakukan gugatan perdata
atau tuntutan pidana.

Pasal 129
(1) Seluruh biaya yang diterima
berdasarkan Undang—Undang
ini, merupakan penerimaan
negara bukan pajak.
(2) Menteri dengan persetujuan
menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
keuangan dapat menggunakan
penerimaan yang berasal dari
biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang—undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenail biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
PENGHAPUSAN PATEN

Pasal 130
Paten dihapuskan sebagian atau
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seluruhnya karena:

a. permohonan penghapusan
dari Pemegang Paten
dikabulkan oleh Menteri;

b. putusan pengadilan yang
menghapuskan Paten
dimaksud telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

c. Putusan penghapusan Paten
yang dikeluarkan oleh Komisi
Banding Paten; atau

d. Pemegang Paten tidak
memenuhi kewajiban
membayar biaya tahunan.

Pasal 131
(1) Penghapusan Paten dengan
alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 130 huruf a
dilakukan berdasarkan
permohonan secara tertulis yang
diajukan oleh Pemegang Paten
terhadap seluruh atau sebagian
klaim kepada Menter1.
(2) Dalam hal permohonan
penghapusan sebagian klaim
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebagian klaim
disesuaikan dengan tidak
memperluas ruang lingkup klaim
dimaksud.
(3) Penghapusan Paten
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat dilakukan
jika penerima Lisensi tidak
memberikan persetujuan secara
tertulis yang dilampirkan pada

c. EHAASAE} WA 53
A A%

0. 55047} AsH] @ o

2 mjo] 3

A131%
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permohonan penghapusan Paten.
(4) Keputusan mengenai (4) A13e E3F FHAo 3t
penghapusan Paten sebagaimana | 242 s 2 &9 Aol A %
dimaksud pada ayat (1) o] Mo g FX 3,
diberitahukan secara tertulis
oleh Menteri kepada:

a. Pemegang Paten atau a. E5 A == 1 gig el
Kuasanya; dan

b. penerima Lisensi atau b, AAAA = 1 gl
Kuasanya.

(5) Keputusan mengenai (5) A|18te] E3 FHA AAHL
penghapusan Paten sebagaimana | &3o] 55383l AR wfA] 1]
dimaksud pada ayat (1) dicatat A/ BHAR W AE F5k
dan diumumkan melalui media I et}
elektronik dan/ atau media non
elektronik oleh Menterai.
(6) Penghapusan Paten (6) A13e E3F HAE E7
sebagaimana dimaksud pada F Aol #3k Gl AAo] &
ayat (1) berlaku sejak tanggal SHH fFasitt
ditetapkannya keputusan
Menteri mengenal penghapusan
Paten.

Pasal 132 A132%
(1) Penghapusan Paten (1) A130FA bz el HAS]
berdasarkan putusan pengadilan Ao W& E3] HAE S 74
sebagaimana dimaksud dalam 59 A9 AAHTG
Pasal 130 huruf b
dilakukan jika:

a. Paten menurut ketentuan a. A 3%, A4xF EE= A9
sebagaimana dimaksud dalam Z9o A wE B3t -
Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 9 o] & ] o}k -
seharusnya tidak diberikan;

b. Paten yang berasal dari b, FAY agla/Ee AT
sumber daya genetik dan/ A Ao wE EF7F A 26 &
atau pengetahuan tradisional o] A4S TFoHA] ol
tidak memenuhi ketentuan 745
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sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26;

c. Paten dimaksud sama
dengan Paten lain yang telah
diberikan kepada pihak lain
untuk Invensi yang sama;

d. Pemberian Lisensi—wajib
ternyata tidak mampu
mencegah berlangsungnya
pelaksanaan Paten dalam
bentuk dan cara yang
merugikan kepentingan
masyarakat dalam waktu 2
(dua) tahun sejak tanggal
pemberian Lisensi—wajib
yang bersangkutan atau sejak
tanggal pemberian Lisensi—
wajib pertama dalam hal
diberikan beberapa Lisensi—
wajib; atau

e. Pemegang Paten melanggar
ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Gugatan penghapusan
karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b diajukan oleh pihak
ketiga kepada Pemegang Paten
melalui Pengadilan Niaga.

(3) Gugatan penghapusan
karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dapat diajukan oleh Pemegang
Paten atau penerima Lisensi
kepada Pengadilan Niaga agar
Paten lain yang sama dengan
Patennya dihapuskan.

c. 3l 5317t A Ty
iste] o2 A APl Al H-o
H e 559 sdg A5

d. #H FAALAAAS Fofst
GERE T o] A A
Hol Fogd A5 Hxe 74
A DA FoALdFEEH 2d o]
ol 332 o]elo] &3llE
Asl= FJEjot W 535
AAY AEE AT 5 ¢l
= 4%

e. 53 AAI} A 20 22 A
S Rk A9

3 Alas 9 AbTE o] H=E 3
HAY v FGHYEE &5
A 7] g}

(3) A1IAcEE ol fF= 3 F
& v 53 B A4
A 7F ARl el 53¢ A3 59
& FHAxsto & AS AYHd
A71E 4 AT
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(4) Gugatan penghapusan (4) A1stAlds % Aez o A

sebagaimana dimaksud pada — AA B w92 g1 ¢
ayat (1) huruf d dan huruf e B GARE EF AR B THA
diajukan oleh jaksa atau pihak ZAIAIH R thEfe] A o

A
718 = Ao

2,

lain yang mewakili kepentingan
nasional terhadap Pemegang
Paten atau penerima Lisensi—
wajib kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 133 A133%
Jika gugatan penghapusan Paten | #A|132%9] E£3] HA A%o] s
sebagaimana dimaksud dalam U = ta9 iﬁ,?‘%‘]%’% r=
Pasal 132 hanya mengenai satu Xqﬁl‘ﬂqHJ AHl H HA9
atau beberapa klaim atau bagian &= &7} A|7|¥ sty EE‘: t}ao
dari klaim, penghapusan ATHY e HGHY dH
dilakukan hanya terhadap satu o wt FH A sk

atau beberapa klaim atau bagian
dari klaim yang penghapusannya

digugat.
Pasal 134 A|134F
(1) Paten dapat dihapuskan (1) E5HAA7} A126F =+

berdasarkan alasan sebagaimana XﬂlZSZXﬂlﬂ/l 71ZF ol 3]
dimaksud dalam Pasal 130 huruf | ¥ % 9F& ==35#] ofy gt
c, jika pemegang Paten tidak A5 A130FA e olfFE E
memenuhi kewajiban membayar 5] 7} HAE = 2

biaya tahunan dalam jangka

waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 126 atau Pasal 128

ayat (1).

(2) Menteri wajib (2) ZH Al1gs 2AZ &
memberitahukan kepada 517F A&7 AAE7] d 304
Pemegang Paten dalam jangka ol o] E3]HR A TA T 2
waktu 30 (tiga puluh) hari T7F it

sebelum Paten dimaksud
dinyatakan hapus berdasarkan
alasan sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1).

(3) Tidak diterimanya surat
pemberitahuan oleh Pemegang
Paten sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), tidak mengurangi
ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 135
(1) Dalam hal Paten dinyatakan
dihapus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 130, Menteri
memberitahukan secara tertulis,
dalam bentuk elektronik atau
non—elektronik mengenai
penghapusan dimaksud kepada:
a. Pemegang Paten atau
Kuasanya; dan
b. penerima Lisensi atau
Kuasanya.
(2) Paten yang dinyatakan
dihapus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicatat dan
diumumkan.

Pasal 136
Pemegang Paten atau penerima
Lisensi yang dinyatakan hapus,
tidak dikenai kewajiban
membayar biaya tahunan.

Pasal 137
Penghapusan Paten
menghilangkan segala akibat
hukum yang berkaitan dengan
Paten dan hal lain yang berasal
dari Paten dimaksud.

A|135%F
(1) A130x9 537}
35 AT AHoR
9 Ao Al FH Ao T}
T v AR FE =2

(ol

a. 53 A == 1 gl

b, AAEA = 1 gl el

(2) A1Fe] Hxrt Helw =

=

A136x
Ak AdE S8 A EE A
AR A Agn] g o) R

& RashA ohy @t

A137%
=50 HAat S9 dY 59
oA A T Al g
e WA 53g 2UA.




Q SR A @ M e KLIS st2wzimsl

Pasal 138 A138%
(1) Kecuali ditentukan lain (1) AHY] FAAgNA 2
dalam putusan Pengadilan Niaga, A3}A o}y3}= 3k 7|88 d+=
Paten hapus untuk seluruh atau FHa HAo] e dHEH E5|e
sebagian sejak tanggal putusan AE = O dFE7F HAHEY
penghapusan dimaksud telah
mempunyal kekuatan hukum
tetap.
(2) Dalam hal permohonan (2) ATHYY dF HAE HA
penghapusan sebagian klaim T AHol ~01 of tsk
atau Pengadilan Niaga B I dTHRE 2HAslE A5 3
menghapuskan sebagian klaim ﬁl‘ﬂdﬂ = A|139%9 HTHYE
atas Paten, klaim disesuaikan 3451 A] ol st == XA}
dengan tidak memperluas ruang
lingkup klaim dimaksud.

Pasal 139 A139=%
(1) Penerima Lisensi dari Paten (1) A132ZA1FA cEE o]
yang dihapuskan karena alasan 2 FHAHE 50%4 "a/\] HAA=
sebagaimana dimaksud dalam AAAE ASF Al AgE 7)3Fo] F
Pasal 132 ayat (1) huruf ¢ tetap | 2% 7] ZA7}A wgr:} AA A&
berhak melaksanakan Lisensi PArer Al E Al&sle] 7T
yang dimilikinya sampai dengan
berakhirnya jangka waktu yang
ditetapkan dalam perjanjian
Lisensl.
(2) Penerima Lisensi (2) A18e] AANAAE HA
sebagaimana dimaksud pada E35]9 EsAA A o F4 i
ayat (1) tidak melakukan A FH-stofol & HAAEE W
pembayaran Royalti yang 51| o},
seharusnya masih wajib
dilakukan kepada Pemegang
Paten yang Patennya dihapus.
(3) Dalam hal Pemegang Paten (3) E3]HR7} AA AR}l A
sudah menerima sekaligus ANEgE dAER e HF &
Rovalti dari penerima Lisensi, S| A A= A A E A} 71] = AL
Pemegang Paten wajib L7171kl sk AAEE HY 7}

10
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mengembalikan jumlah Royalti D= 53 AAHAA A HEEE
yang sesual dengan sisa jangka o] 57} T},
waktu penggunaan Lisensi
kepada Pemegang Paten yang
berhak.

Pasal 140 Al140F

(1) Lisensi dari Paten yang
dinyatakan dihapus dengan
alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 132 ayat (1) huruf
¢ yang diperoleh dengan iktikad
baik, sebelum diajukan gugatan
penghapusan atas Paten yang
bersangkutan, tetap berlaku
terhadap Paten lain.

(2) Lisensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tetap
berlaku dengan ketentuan bahwa
penerima Lisensi dimaksud
untuk selanjutnya tetap wajib
membayar Royalti kepada
Pemegang Paten yang tidak
dihapuskan, yang besarnya sama
dengan jumlah yang dijanjikan
sebelumnya kepada Pemegang
Paten yang Patennya
dihapuskan.

Pasal 141
Paten yang telah dihapus tidak
dapat dihidupkan kembali,
kecuali berdasarkan putusan
Pengadilan Niaga.

(1) A132FA| 1A cs=S o]
i H a7 AAg EF e AAA
= " 5359 HALaFol I

Aol Mo A5 Agol o
2 53 uste] Al&ste] fra
sor.

(2) All1de AAHL 53571
HAaE A ol gt S35 @A} A
AAFRE AET gF7F = o
Sao, o el Axd 5
sl @ Afe} o] dl FAet T
& A3},
A141%F

oln] F2w S3e A
w20l 2AsA ot @ B
TE A o} gttt

=
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